WALI KOTA KENDARI

PERATURAN WALI KOTA KENDARI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR %529 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang:

Mengingat:

KOTA KENDARI TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KENDARI,

bahwa unmuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan
Daerabh Nomor Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan
Relanja Daerah Tehun Anggaran 2024, Perlu Menctapkan
Peraturan Walt Kcota Tentang Penjabaran Angparan Pendapatan
dan Belanja Daerah Kota Kendar! Tahun Anggaran 2024
sehagal landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun 2024,

1

2

a

Pasal 18 ayal (6) Undanp - Ludang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor &  Tahun 1965 tentang
Pembeniukan Koramadya Daerah Tingkat @ Kendan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor
44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3602}

Undang-Undang Nomotr 17 Tahun 2003 fentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang Undang Nemer 1 Tabun 2004  ‘tentung
Perbendaharaan Negsra [Lembaran Negara Republik
Infdones{a Tahun 2004 Nomaor 5, Tambahan lLembaran
Nepara Hepublik Indenesta Nomor 4353),

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistemn
Perencanaan FPembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomar 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Memor 44 21);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembszran
Negars Republik  Indonesia Tahun 2011 Neomor 82,



10,

11,

12,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagainana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-undang Nomer 13 Tahun 2022 tentang
Perubabhan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011  tentang  Pembentukar  Peraturan  Perundang-
Undengan (Lembaran Negara Kepublik Indonesfa Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Repubiik
Ihdonesia Nomor 6804,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 lenang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republk Indonesia Nomor 5587} sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor &
Tahun 2023 rtenzang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik  Indenesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembararn Negara Republik Indonesia Nutnor 6836);

Undang undang Nomor 1 Tahun 2022 tcniang Hubungan
Keuangan antara Pemerintalh Pusat dan Pemerintah Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
4, Tambahan Lembaran Nepgara Repubhk Indonesia Nomor
67570

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2023 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020
temtang Standar Harga Satuan Regional (Lerdraren Negara
Fepublik Indoncma Tahun 2025 domor 112, Tambahan
Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5508),
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keaangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah {Lembaran Negars Republik Indcnesia Tahun 2000
Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 ientang
Pengelelaan Keuangan Badan Layanien Umumn (Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Nepara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana relah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomaor 74 Tahun 2012
lentang Perubahan Aras Peraturan Pemerintah Nommor 23
Tahun 2005 lertang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indenesia Tehun 2012
Nomor 171, Tambaban  Lembaran Negura  Republik
Indenesin Nomor 5340

Peraturan Pemerintan Nomor 71 Tahun 201C tentang
Standar Akuntans:  Pemerntzhan  (Lembaran  Negara
Repubhk Indonesia Tahun 2010 Neomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Repubilk Indonesia Nomor 5163);



13.

14

15.

L&,

17.

18,

19,

20.

21,

Peraturan Pemcriniah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penycienggaraan Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Repubkk Indonesia Tahun 2017
Nomar 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Femenntah Nomor 18 Tahun 2017 temiang Hak
Keuangan dan Adminisiratil Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwukilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Repuklik Indoncsia Nemor 6057);

Peralturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tertang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tzhun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Repubhk Indonesia Nomor 6322

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tabun 2019  entang
Laporan dar Evaluasi Penyelengparaan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negora Republik Indadnesia Tahun 2019 Nomor
o2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesfa Nomor
6323);

Peraturan Pemermtah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah {Lembaran Nepara Repubhk
Indonesfa Tahun 20223 Nomor 11, Tambahan Lembaran
Negara Repubhk Indonesia Nomor 6883):

Peraturan Menterli Dalam Negert Nomor 80 Tabun 2015
Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berta
Negara Republik Indonesia Tatun 2015 Nomer 2036)
scbagamana teiah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pcrubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negent Nomor 83 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah  (Berita
Negara Republik Indonesia Talmmn 2018 Nomor 157);
Peraturan Menter! dalam Negerl Nomor 62 ahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Kepgesngan Daerah
serta Pelaksanaan dan  Pertanggungjawaban  Dana
Operasional [Berila Negara Republik Indonesia Tshun 2017
Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negert Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Tekms Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Nepara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781};

Peraturan Menteri Dalam Negert Nomor Y Tahun 2021
lentang Tata Cara Evaghuasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentany, Anggaran  Pendapatan Dan Belanja  Bacrab,
Rancangan Peraturan Dacrah Temang Perubshan Angpgaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peratyran
Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggsran Pendapatan
Nan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala
Daerah  Tentang  Penjabaran  Perubabhan  Anggaran



Pendapatan Dan Bclanja Daerah (Betilu Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

22, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tehun 2023
tentang Pedoman Penvusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Dasrah Tahun Anggaran 2024:

23, Peraturan Daerzh Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2020
tentang  Pokok-Pokok  Pengelnlaan  Keuangan  Daerah
[Lembaran Dacrah Koia Kendari Tahun 2020 Nomor
LTambahan Lembaran Dacrah Kota Kendari Nomor 27);

24, Peraturan  Daerah Kota Kendart Nomor Tahun 2023
lentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan  Bulanja
Daerah Kota Kendam Tahun Anggaran 2024 (Lembaran
Bacrah Kole Kendar! Tahun 2023 Nomor

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALI ROTA TENTANG  PENJABARAN

ANGGARAN FPENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA
KENDARI TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota int yang dimaksud dengan:

1
2

]

10.

Daerah adalah Kotz Kendari.

Pemerintah Daerah adalash Wali Kota dan peranpkat Daeruh sebagal umsur
penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemenntahan yang menjadi kewenangan Pemeriniah Kota Kendari.

Wall Kota adalah Wali Kota Kendari

Satuan Kerja Perangkst Daerah yang sclanjuinya disingkar SKPD adalal
unsur  peranglkat daerah pads Pemerintah Daerah vang melaksanakan
Urusan Pemerintah Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah vang selanjurnya disingkalt APBD
adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

Fembiayaan Daerahh adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kemball
dan /atau pengeluaran yang akan dierima kemball, baik pada labun
anggaran yang bersanglkutan maupun padas tahun - tahun  anpgaran
berilntnya.

Sisa lebth perhitungan anggaran yang sclanjutnya disebut SILPA adalah
sefisth lebih realtsasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama | (satu)
petiode anggaran.

Surplus Anggaran Daerah adalah selsih lebih antara Pendasatan Daersh dan
belartja.

Defisit Angparan Daerah adalah selisih kurang antara Pendapatan Daerah
dan belanja Daeragh.

Dung Cadangan adalsh dana yang disisthkan untuk mendanal kebuiuhan
pembanpunan prasarara dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan
dalam 1 [satu) tahun anggaran.




Il.Penerimaan Daerah adalah wang veng masuk ks kas Dacrah

12, Pengeluaraan Daerah adulah uang yang keluar dari kas daerah.

13, Pendapatan  Daerah adalah semmua  hak Daerah  yang diakui  sebagm
penambahan nilal kekayaan bersih dalam periode talun anggaran berkenaan.

14Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah
mencrima sejumlah uvang atal menerima manfaat yang bernilal uang dari
pihak lain schingga Daerah tersebut dibebani kewaflben untuk membayar
kembali,

Pasal 2
APBD Terdin atas Pendapatan dacrah, Belanja dacrah, dan Pembiayaan daerah,
Pasal 3

Amggarain  Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar
Rp. 1.572.176.5.9H6G12 - Yang berswnber dan;

a Pendapatan asli dacrah

b. Pendapatan Transfzr; dan

e. Lain-Lain pendapalén deserah yang sah

Pasal 4

(1) Anggaran Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3
huruf a diwencanakan schesar Rp. 427633.017.084 - yang terdiri atas :
£. Pajak Dacrah;
b Retribusi Daerah;
c. Hasil pengelolaan kekeyaan daerah yang dipisahkan; dan
fl. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

{4 Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayar (1) huruf a direncanakan
sehesar Rp. 220.000000000,-.

{3} Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
sehesar Rp, £3.230.070.000 -

() Hasil pengelulaan kekayasn dawvrah yung dipisahlan sebagaimana dimagksud
pada ayat (1) huriaf ¢ direncanakan sebesar Rp. 15.000.000.000,-.

() Lain = lain pendapatan ash daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada
ayatl (1} huruf d direncanakan sebesar Rp. 129.422.947 084 -,

Pasal 5

(1) Anggaran Pendaparan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hurul b
direnvanaxan sebesar Rp, 1.118%969.798.005,- vang terdir! aras :
a. Pendaparan Translzr Pemerintah Pusat
h Pendapatan Transfer Antar Daerah

& Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huriaf a direncanakan sebesar Rp. 1012317267000 -

{3} Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruat b direncanakan sebesar Rp, [U6H22.50L065,-




Pasal 6

{1} Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimens  dimaksud
dalam Pasal 3 huruf ¢ direncanakan sebesar Rp, 25.333.741.463,- vang
lerdiri awas lain-lain pendapatan sesual dengsn  ketentusn Peraturan
Perundang-Undengan.

{3 Lein-lain Pendapatan sestmi dengan  Ketentuan  Peraturan Perindang-
Undangan sebagaimana dimaksud pada ayal 1] direncanakan sebesur
Rp, 25.553741.463,-.

Pusal 7

Anggaran Belanja Daerah  Tahun Anggaran 2024  direncanaskan sebesar
Rp.L5Y3.915.032260,- Yang terdirt atas:

&, Belanja Operasi;

b. Belanja Modal; dan

e, Belanja Tidak Terduga.

Pamal B

[1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf =
direncanakan sebesar Rp. 1.249.327,866.199,- Yang terdir atas :
8. Belanja pegawai;
b Belanja barang dem jase;
c. Belana bunga;
d. Belanj hibuh; dan
e. Belanja bantuan sosial,

(3] Relanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp. 747_118.411519 -

(3] Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurof b
direncanakan sebesar Rp. 410.245.126.066 -,

(4 Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat {1) hurulf ¢ direncanakan
sehesar Rp. 21314.837 717,-.

[5} Belanja hibah schagaimana dimaksud pada avat (1) huruf d direncanakan
scbesar Rp. O7 . 102490897 ,-_

& Belanja Bantusn Sosial schagaimana dimaksud pada ayat (] huruf e
direncanakan sebesar Rp, 3.347.000.000,-

Pasal 9

[1} Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 hwuaf b
direncanakan schesar Rp. 297.5387.166061,- terdie atas:
1, Relanja modal tanah;
b. Belan]a modal peralalan dan mesin;
¢ Belanja modal gedung dan bangunanp;
i Belanja rmodal julan, jaringan, dan irigasi; dan
¢ Belanja modal asct lannya.




(2} Belanja modal tanah sebapaimaena dimaksud pada  aya (L} burul =a
direncanalkan sebesar Rp, 3.829042 418 -

[3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimalsud puda ayvar (]
huruf b direncanakan sebesar Rp. 31 298027.608 -

(4) Belartja modal gedung dan bangunan sebagzimana dimaksud pada ayat (1)
hurul ¢ direncanakan sebesar Rp, [87.285932,911,-.

(5) Belanja modal jalun, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada aya
[1) buruf d direncanakan sebesar Rp. 168182152921, -.

[6) Belanja modsl aset lalnnya scbagaimana dimaksud pads ayat [1) hural ©
direncanakan sebesar Rp. 3270.080.000,-,

Pa=al 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 hurgf c
direncanakan scbesar Rp. 27.000,000000,- yang terdiri ates belanja  tidak
terdiiga.

Pasal 11

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2024 (erdiri atas:
&, Penerimaan pembiayaan; dan
b. Pengeluaran Pembiayaan,

Pagal 12

(1] Anggaran Penenmasn Pembiavaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
huruf = direncanakan sebesar Rp B2.887,0802,200,- Yang terdisf atas:
& Hsa lebih perhitungan angguran [SILPA) ahun gebelumnys,

(2] [BILPA) tahun scbelumnya sebagaimana dimaksud pada aw {1) huruf a
direncanakan sebesar Rp. 62387.062,200,-.

Pasal 13

(1} Anggarsm Pengeluaran Pembiavaan sebagaimana dimaksud dalarn pasal 1l
huruf b direncanakan sebesar Rp. 61.148.586552,- Yang terdiri atas :
& Pembayaran clcilan pokok utang yang jatuh tempoe.

[2) Pembayaran eicilan pokok utang yang jatuh tempa sehagaimana dimaksud
pada ayar {I] hurul a direncanakan sebesar Rp. 61.148.586.352,-.

Pasal 14

(1} Selisib anturs anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah
mengakibatkan ter jadittya surplus scbosar Rp (1.738.47 5.648),-.

(2} Pembiayaan ncto yang mcrupakan selisih penerimasan pembiayaan terhadap
pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp, 1,738.475.618, .




Pazal 17

Lraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagsimana
dimaksud dalam pasal 2, rercamum dalam lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Wal Kota ini mcliputi «

Lampiranl

Lampiran I

Lampiran [

Lampiran IV

Lampiran Y

Lampiran VI

Lampiran VI

Laenpiran VI

Lampiran

Lampiran X

kKingkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurmn
Kelompak, Jenis, Ubjek, Rincian Obkk Pendapatan, Belanja
dan Pembiayaan;

Penjabaran APBD Menunn Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan, Sulb Keglatan, Kelompolk,
Jemis, Objek, HRincian Objck, DPendapatan, Beclanja dan
Pembiayaan;

Daftar Nama Penecrima, Alsmat, Penerima dan Begaran
Hibah;

Daftar Nama Penerma, Alamat Penerima dan  Besaran
Bantuan Sosial;

Deftar Wama Penenma, Alamat Penerima, dan Besaran
Bantuan Keuangan bersifal umum dan bersiiat khusus;
Daftar Narma Penerima, Alamat Peonerima, dan  DBesaran
Belanja Bagi Hasil;

Rincian  Dana  Otonomi  Khusus  Menurut  Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompeok, Jems, Objek, Rincian Obpek Pendapatan
Helanja dan Pembiayaan;

Rincian DBH - 8DA Pertambangan Minyak Bumi dan
Fertambangan gas alam/Tambahan DBH — Minyak dan Bumi
Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Orgamsasi, Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompolk, Jenis, Objck, Rincian
Objek, Pendapatan, Belanja dan Pemblavaan;

Rincian Dana Tambahan Infrastruktor Meoarut  urussn
Pemerintah Daerah, Organisasi, Progrem, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis, (bjek, Rmcian Objek Pendapatan, Belanja
dan Pembiayaan;

Sinkronisasi Kehijakan Pemerintah Kota Pada Daerah
Ferbatasan dalam Rancangan Peraiuran  Dasrah Tentang
APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang
Penjabaran APBD denpan Program Prioritas Perbatasen
Negara,

Pasal 16

Peiaksanaan Penjabaran APBD vang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kola ini
thiugngkan lebih lanjul dalam dokumen Pelaksanaan Anggaran 3atuan Kera
Perangkat Daerah sesuar dengan ketenluan Perundang-undangan yang beraku.




Pesal 17

Peraturan Wak Kota ini berlalu pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mepgetahuinya, memerintabkan Pengundangan Peraturan Wali
Kula ini dengan penempatannya dalam Berita Daerzh Kota Kendari.

Ditetapkan i Kendart
Pada tenggal 29- |2- 2023

PARAF KOORDINAS! |

| INSTALAGH/ UNIT KERUA | PARAF

NENEE
b
3
<)

Diundangkan di Kendari
Pada tanggal 29 - 12 - 2023

SEEKRETARIS DAFRAH KOTA KENDARI,

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2023 NOMOR 59
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